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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu badan

usaha ekonomi dalam sistem perekonomian nasional yang modalnya

berasal dari sumber daya lahan yang terisolasi.1 Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) memegang peranan penting dalam perekonomian

Indonesia. Kehadiran badan usaha milik negara (BUMN) dalam sistem

perekonomian masyarakat merupakan wujud khusus dari pasal 33

Undang-Undang Tahun 1945. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa

kegiatannya harus mempunyai peranan yang strategis dalam menghasilkan

kekayaan, jasa, atau peningkatan kesejahteraan rakyat. kehidupan orang

Oleh karena itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak hanya

merupakan badan usaha komersil, namun juga badan usaha nirlaba yang

bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat

setempat.2 Menurut Bab 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003

tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengertian Badan Usaha

Milik Negara (BUMN) adalah suatu badan usaha yang seluruh atau

sebagian besar kepemilikannya dimiliki oleh pemerintah. dengan benar.

1 Dosen Pendidikan, “BUMN adalah – Pengertian, Contoh, Peran, Ciri, Tujuan dan Bentuk”,
https://www.dosenpendidikan.co.id/bumn-adalah/#:~:text=Menurut%20Undang-
%20Undang%20No.%2019%20tahun%202003%20Pasal,bagi%20negara%20dan%20digunakan%
20sepenuhnya%20untuk%20kemakmuran%20rakyat, diakses pada tanggal 14 April 2023 pukul
20.19 WIB

2 Siaran Pers Nomor PR-119/S.MBU.B/08/2022, “Peran BUMN dalam Pencapaian
Pertumbuhan Ekonomi Nasional di TW II 2022”, https://bumn.go.id/media/press-
conference/peran-bumn-dalam-pencapaian-pertumbuhan-ekonomi-nasional-di-tw-ii-2022-4j ,
diakses pada tanggal 14 April 2023 pukul 20.24 WIB.

https://www.dosenpendidikan.co.id/bumn-adalah/
https://www.dosenpendidikan.co.id/bumn-adalah/
https://www.dosenpendidikan.co.id/bumn-adalah/
https://bumn.go.id/media/press-conference/peran-bumn-dalam-pencapaian-pertumbuhan-ekonomi-nasional-di-tw-ii-2022-4j
https://bumn.go.id/media/press-conference/peran-bumn-dalam-pencapaian-pertumbuhan-ekonomi-nasional-di-tw-ii-2022-4j
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Partisipasi real estat, tanah pribadi.3 Semula jenis Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) banyak sekali jenisnya, namun pada tahun 1969 jenis-

jenis Badan Usaha Milik Negara disederhanakan melalui Bab 1 Undang-

Undang Nomor 9 tentang Jenis-Jenis Badan Usaha Milik Negara. Dan ada

dua cara. Pasal 19 Undang-Undang 9 Tahun 2003 tentang Perusahaan

Umum (BUMN), yaitu Perseroan Terbatas (Persero) dan Perusahaan

Umum (Perum).4

Badan Usaha Milik Negara (Perum) adalah suatu bentuk badan

usaha milik negara (BUMN) yang seluruh modalnya dimiliki oleh

pemerintah dan merupakan milik negara yang tidak terbagi atau terbagi

atas saham. Tujuan didirikannya Perusahaan Umum (Perum) ini adalah

menyediakan barang atau jasa kepada masyarakat dan menghasilkan

keuntungan sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan.5 Saat ini,

menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 19 Tahun 2003 tentang Badan

Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan Perseroan (Persero) adalah

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk badan usaha

perkreditan kecil (PT). Modal: Seluruh atau lebih dari 51% saham terbagi

menjadi saham-saham yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia

dengan tujuan utama memperoleh keuntungan.6 Berdasarkan Pasal

tersebut berarti diketahui bahwa bentuk Persero Badan Usaha Milik

3 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara, Pasal 1 angka 1

4 Rahayu Hartini, BUMN Persero : Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di
Indonesia, Malang : Setara Press, 2017, Hlm. 7.

5 Ibid, Hlm. 11-12.
6 Ibid, Hlm. 16.
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Negara (BUMN) harus berupa Perusahaan Terbatas (PT) dan karena

Persero berbentuk Perusahaan Terbatas (PT) maka Persero harus tunduk

pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas

(PT).

Istilah Perseroan dalam pengertian umum adalah badan hukum

yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya. Perseroan memiliki sebagian

besar hak dan tanggung jawab yang dimiliki individu, mereka dapat

membuat dan menandatangani kontrak, meminjam dan meminjamkan

uang, menuntut dan dituntut, mempekerjakan karyawan, memiliki aset,

dan membayar pajak.7

Sedangkan Perseroan Terbatas (PT) adalah perusahaan yang

modalnya terdiri dari saham-saham dan tanggung jawab dari sekutu

pemegang saham terbatas yang sesuai dengan jumlah saham yang

dimilikinya. Menurut Soedjono Dirjosisworo, Perseroan Terbatas (PT)

adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan

kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham,

dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40

tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana telah diubah

dengan serta peraturan pelaksanaannya. Badan hukum ini tidak disebut

persekutuan, tetapi perseroan sebab modal badan hukum itu terdiri dari

7 Otoritas Jasa Keuangan,Sero-Perseroan,
https://kamus.tokopedia.com/s/seroperseroan/#:~:text=Perseroan%20adalah%20badan%20hukum
%20yang%20terpisah%20dan%20berbeda,dituntut%2C%20mempekerjakan%20karyawan%2C%2
0memiliki%20aset%2C%20dan%20membayar%20pajak, diakses pada tanggal 14 April 2023
pukul 03.20 WIB.

https://kamus.tokopedia.com/s/seroperseroan/
https://kamus.tokopedia.com/s/seroperseroan/
https://kamus.tokopedia.com/s/seroperseroan/
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sero-sero atau saham yang dimilikinya.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Persero yang

tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas (PT) sama dengan Perseroan Terbatas (PT) pada umumnya yang

harus menjalankan kegiatan usahanya dengan menggunakan prinsip-

prinsip dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas (PT). Artinya, Persero harus menganut salah satu ciri bentuk

usaha perseroan terbatas: badan hukum tersendiri atau badan independen

dari pemiliknya.8

Salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah PT. Pupuk

Sriwijaya Palembang. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang merupakan badan

usaha milik negara (BUMN) yang pemegang saham tunggalnya adalah

Pemerintah Republik Indonesia. PT, perusahaan yang bertanggung jawab

terhadap keberlangsungan industri pupuk. Pupuk Sriwidjaja Palembang

telah mengalami perubahan kepengurusan dan kekuasaan terkait dengan

kebijakan pemerintah. Mulai tanggal 18 April 2012, Departemen

Pembangunan (BUMN) mengumumkan PT. Pupuk Indonesia (Persero)

bergabung dengan PT sebagai holding pupuk baru. Pusri Sriwidjaja

(Persero).Perusahaan ini didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 40

Tahun 2007 tentang rapat umum perusahaan saham gabungan (PT), yaitu

pemegang saham, direksi, dan anggota direksi. Selain itu, terdapat banyak

8Riza Choirul Romadhan, “Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara Sebagai Anak
Perusahaan Dalam Perusahaan Holding Induk”, Jurnal Universitas Airlangga, No. 1 Vol. 4, 2021.
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departemen dalam sistem manajemen perusahaan, dan departemen tersebut

terutama adalah departemen sumber daya manusia, departemen akuntansi,

departemen pemasaran, departemen pemeliharaan, departemen hubungan

masyarakat, dan departemen hukum.

Departemen yang paling dekat hubungannya dengan pekerjaan

penyidik adalah Kementerian Kehakiman, dan orang yang bekerja di

Kementerian Kehakiman disebut aparat penegak hukum. Personil hukum

memegang peranan penting dalam perkembangan perusahaan karena

hampir seluruh operasional perusahaan memerlukan persetujuan hukum.

Apabila suatu kontrak kerja, lamaran, atau dokumen lain dianggap tidak

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka

dokumen tersebut dianggap tidak sah.9

Dalam suatu perusahaan, kepala bagian hukum berada langsung di

bawah direksi dan tenaga profesionalnya, karena posisinya ini mereka

lebih mudah berkoordinasi dengan departemen internal perusahaan, seperti

akuntansi, pemasaran, SDM, dan audit internal.10 Seiring dengan

kemajuan zaman, maka perusahaan akan terus tumbuh dan berkembang,

hal ini sesuai dengan data Badan Pusat Statistik, yang menunjukan jumlah

perusahaan menurut sub sektor di Indonesia pada tahun 2001-2009

berjumlah 25.077 (dua puluh lima ribu tujuh puluh tujuh) Perusahaan, oleh

9 Rully Desthian Pahlephi, “Mengenal Profesi Legal Officer dan Peran Pentingnya bagi
Perusahaan”, https://blog.myskill.id/bidang-profesi/legal-officer/ , diakses pada tangga 14 April
2023 pukul 03.36 WIB.

10 Libera, “Pentingnya Staf Legal Officer di Perusahaan, Bisa Cegah Risiko Hukum hingga
Bantu Perizinan”, https://libera.id/blogs/pentingnya-staf-legal-officer/ , diakses pada tanggal 17
Mei 2023 pukul 14:28 WIB.

https://blog.myskill.id/bidang-profesi/legal-officer/
https://libera.id/blogs/pentingnya-staf-legal-officer/
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karena itu perusahaan-perusahaan tersebut akan membutuhkan Legal

Officer untuk melakukan berbagai persoalan mengenai hukum yang tengah

di alami oleh perusahaan tersebut. Berdasarkan hal ini, Jabatan Legal

Officer yaitu sebagai pengembanan keahlian di bidang hukum yang

memiliki tugas dan fungsi tersendiri di dalam suatu Perseroan Terbatas,

selain itu penegakkan hukum yang semakin kuat maka suatu perseroan

terbatas sangat memerlukan peran dari pengemban jabatan Legal Officer.11

Fungsi pengemban jabatan Legal Officer dalam Perseroan Terbatas (PT)

mendukung jalannya kegiatan bisnis Perseroan Terbatas (PT) dengan

mengamankan investasi dan mengamankan aset perusahaan.12

Tugas Legal Officer dalam Perseroan Terbatas (PT) yaitu

melakukan Legal Audit, memberi pendapat hukum, menyiapkan dokumen

hukum, mengadakan dokumen-dokumen hukum, me-review dokumen

hukum, menyelesaikan masalah–masalah hukum (sebagai mediator),

mengelola dan mendokumentasikan dokumen-dokumen hukum, membuat

laporan mengenai progress pekerjaan di bidang hukum, penasihat/pemberi

masukan atau pertimbangan, juru bicara perusahaan atau group perusahaan,

representasi dari Bord on Director (BOD) atau pemilik perusahaan.13

Salah satu perusahaan besar di Indonesia adalah PT. Pupuk

11 Badan Pusat Statistik, “Jumlah Perusahaan Menurut Sub Sektor Di Indonesia 2001-2009”,
https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/896 , diakses pada tanggal 16 April 2023 pukul
03.27 WIB.

12I Made Yuda Suarmagita, dkk, “Kedudukan Pengemban Jabatan Legal Officer dalam
Menjamin Aktivitas Suatu Perseroan Terbatas”, Jurnal Analogi Hukum, No. 2 Vol. 3, 2021, Hlm.4.

13 Diana Kusumasari, Tugas Legal Officer, https://www.hukumonline.com/klinik/a/legal-
officer-cl4059 , diakses pada tanggal 16 April 2023 pukul 03.34 WIB.

https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/896
https://www.hukumonline.com/klinik/a/legal-officer-cl4059
https://www.hukumonline.com/klinik/a/legal-officer-cl4059
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Sriwijaya (PT. PUSRI) Persero. PT PUSRI Persero merupakan Badan

Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang produksi pupuk urea, dengan

pabrik dan kantor pusat di kota palembang. Sebagai produsen pupuk

nasional, PT. PUSRI juga bertanggung jawab atas pemasaran, pelayanan,

dan usaha lain yang berkaitan dengan industri pupuk. Misi Pusri untuk

melaksanakan pendistribusian dan pemasaran pupuk secara efisien kepada

petani guna memenuhi Public Service Obligation (PSO) guna mendukung

Program Pangan Nasional merupakan langkah awal untuk memproduksi

dan mendistribusikan pupuk kepada petani di seluruh Indonesia. PT

menjalankan bisnis sebagai produsen pupuk dalam negeri.14

PUSRI Palembang mempunyai banyak permasalahan terkait

dengan kegiatannya.Banyak permasalahan yang tidak dapat dihindari,

salah satunya adalah permasalahan hukum. Permasalahan hukum

mengalami perubahan mengikuti tren dan perubahan dunia dimana pun,

terutama permasalahan hukum. Oleh karena itu, perusahaan real estate PT.

PUSRI di Palembang, kedudukan legal officer sangatlah penting karena

legal officer bertanggung jawab terhadap segala hal yang berkaitan dengan

operasional perusahaan, terutama permasalahan hukum yang timbul di

perusahaan.

Siapa pun yang bekerja di bidang hukum mengetahui permasalahan

yang muncul dan permasalahan yang dihadapi bisnis. Oleh karena itu

14 Pusri, Tentang Kami, https://www.pusri.co.id/id/about/profile , diakses pada 17 Juni 2023
pukul 19:09 WIB.

https://www.pusri.co.id/id/about/profile
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peran pengacara sangat berguna bagi perusahaan khususnya bagi PT.

PUSRI Palembang menangani permasalahan hukum pada masa PT.

Contoh permasalahan hukum yang muncul di PUSRI Palembang adalah

permasalahan pencemaran lingkungan yang menimpa masyarakat sekitar

PT. Pusri Palembang. Kerusakan lingkungan yang terjadi adalah

pencemaran udara yang menimpa 25 warga kota palembang yang

berdomisili di sekitar PT. PUSRI terpapar amonia di pabrik PT. PUSRI

merasa muntah-muntah dan harus ke rumah sakit.15 Air juga diduga

berwarna hitam akibat keluarnya limbah pencemar (B3). Dampak lain dari

polusi adalah ikan mati dan pisang mengering dan mati.Semua perusahaan,

termasuk PT, mempunyai banyak permasalahan hukum.16

Dalam kasus PUSRI Palembang, pencemaran lingkungan khususnya

pencemaran udara menjadi ancaman besar bagi PT. PUSRI mungkin akan

menimbulkan masalah bagi warga Palembang. Oleh karena itu, jika timbul

permasalahan hukum di atas, maka legal officer akan bertanggung jawab

untuk menyelesaikan segala permasalahan hukum yang timbul di dalam

perusahaan.Berdasarkan pada uraian di atas, maka perlu dilakukan kajian

penelitian skripsi yang berjudul “Peran Legal Officer Mewakili PT.

Pupuk Sriwidjaja Palembang Dalam Penyelesaian Sengketa

15 Raja Adil Siregar, “Warga di Palembang Muntah-muntah Akibat Amonia Pabrik”,
https://news.detik.com/berita/d-4285211/warga-di-palembang-muntah-muntah-akibat-amonia-
pabrik , diakses pada 16 Mei 2023, pukul 20:43 WIB.

16 Media Aliansi Indonesia, “Dugaan Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh PT. Pusri
Palembang Ditindaklanjuti di Tingkat Pusat”, https://www.aliansinews.id/baca/id/dugaan-
pencemaran-lingkungan-hidup-oleh-pt-pusri-palembang-ditindaklanjuti-di-tingkat-pusat , diakses
pada 16 Mei 2023, pukul 20:51 WIB.

https://news.detik.com/berita/d-4285211/warga-di-palembang-muntah-muntah-akibat-amonia-pabrik
https://news.detik.com/berita/d-4285211/warga-di-palembang-muntah-muntah-akibat-amonia-pabrik
https://www.aliansinews.id/baca/id/dugaan-pencemaran-lingkungan-hidup-oleh-pt-pusri-palembang-ditindaklanjuti-di-tingkat-pusat
https://www.aliansinews.id/baca/id/dugaan-pencemaran-lingkungan-hidup-oleh-pt-pusri-palembang-ditindaklanjuti-di-tingkat-pusat
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Pencemaran Lingkungan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka

permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1.Mengapa Kedudukan Legal Officer penting dalam suatu Perseroan ?

2. Bagaimana peran Legal Officer PT. PUSRI dalam membantu perusahaan

menyelesaikan sengketa pencemaran lingkungan yang menimbulkan

kerugian bagi masyarakat sekitar?

C. Tujuan Penelitian

Pada penulisan skripsi ini diinginkan adanya beberapa tujuan yang akan

dicapai. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan

dari penulisan skripsi ini adalah :

1) Untuk mengetahui dan menganalisis pentingnya kedudukan Legal

Officer dalam suatu Perseroan

2) Untuk mengetahui dan menganalisis peran Legal Officer PT. PUSRI

dalam membantu perusahaan menyelesaikan sengketa pencemaran

lingkungan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian seperti yang telah dituliskan, diharapkan

adanya manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat

teoritis maupun praktis, adalah sebagai berikut :
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a) Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan dalam

ilmu hukum khususnya hukum perdata terkait dengan peran dan

tanggung jawab Legal Officer perseroan dalam bertindak dan mewakili

hukum perusahaan di PT.PUSRI Palembang atas terjadinya pencemaran

lingkungan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan serta

memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu masalah, serta

dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat memenuhi persyaratan

dalam meraih gelar Sarjana Hukum.

b. Manfaat Praktis

a. Bagi PT. PUSRI Palembang, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan sumbangsih pemikiran bagi perusahaan dengan tujuan

supaya senantiasa dapat mengembangkan perusahaannya sesuai dengan

hukum yang berlaku dalam undang-undang, serta mampu memberikan

nilai-nilai positif bagi pihak yang terkait.

b. Bagi Legal Officer, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan

pengetahuan serta wawasan di bidang hukum serta informasi terbaru bagi

para Legal Officer Perseroan dalam bertindak dan mewakili hukum

perusahaan Di PT.PUSRI Palembang.

c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi

dan pengetahuan baru kepada masyarakat luas tentang ilmu hukum

khususnya secara perdata terkait dengan upaya pertanggungjawaban
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secara perdata yang dapat dilakukan oleh Legal Officer PT.PUSRI

Palembang dalam mewakili perusahaan atas terjadinya pencemaran

lingkungan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar,

sehingga diharapkan apabila terjadi kejadian yang serupa masyarakat

mengetahui proses penyelesaian perkara yang tengah terjadi.

E. Tujuan Penelitian

Guna memperjelas kajian dari permasalahan yang diamati dalam skripsi ini,

sehingga ruang lingkupnya akan diperkecil dengan mengkaji tentang pentingnya

Kedudukan Legal Officer dalam suatu Perseroan dan peran Legal Officer

PT.PUSRI dalam membantu perusahaan menyelesaikan sengketa pencemaran

lingkungan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu ilmu yang menguraikan secara sistematis dan

logis tentang metode, teknik dan metode yang digunakan untuk melakukan

penelitian dalam rangka memperjelas kebenaran.17 Metode penelitian yang

digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative empiris dan

metodologis, yaitu penelitian hukum yang memadukan metode penelitian

budaya dengan penetapan atau pelaksanaan prosedur hukum untuk setiap

17 Zainuddin Ali, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 18.
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kasus hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.18 Implementasi ini

diharapkan dapat berjalan sempurna jika kerangka hukumnya jelas, stabil dan

lengkap. Kajian hukum normatif adalah ilmu yang mempelajari hukum yang

menganggap hukum sebagai suatu sistem peraturan, dan sistem peraturan itu

mengacu pada asas, kaidah, acara hukum, keputusan pengadilan, perjanjian,

dan ajaran atau doktrin.19 Penelitian hukum normatif merupakan suatu sistem

normatif yang menjadi fokus penelitian, atau menciptakan sistem normatif

dalam arti yang paling sederhana yaitu undang-undang atau undang-undang.20

Sementara itu, Ronny Hanitijo Soemitro juga menyampaikan pendapatnya

mengenai penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang hanya

menggunakan sumber data sekunder seperti peraturan perundang-undangan,

putusan pengadilan, teori-teori hukum dan ajaran para ulama terkemuka. Saat

ini, dalam penelitian hukum empiris, penelitian data sekunder mengikuti

penelitian data primer di lapangan atau masyarakat.Penelitian ini tidak

membuktikan kebenaran hukum, seperti halnya penelitian hukum normatif,

tetapi hanya pengujian fakta secara sistematis. seperti yang dijelaskan.21 Dalam

penelitian ini penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh

sumber hukum atau data sekunder untuk melihat kondisi hukum atau sistem

hukum.

18 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti,
2004, Hlm.134

19 Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum, Normatif
dan Empiris, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006, Hlm. 34.

20 Ibid, Hlm. 36
21 Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Op.,cit, Hlm. 53.
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b. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan penelitian yang digunakan dalam artikel ini antara

lain:

a) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan

perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum

yang akan diteliti.22 Pendekatan yang dilakukan yaitu berkaitan

dengan kewajiban dari Legal Officer dalam melakukan

kewajibannya dalam bertindak dan mewakili hukum perusahaan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas (PT).

b) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach )

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang digunakan dalam

penulisan karya ilmiah yang mengacu pada sudut pandang analisa

yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan dalam penelitian

hukum dilihat dari konsep-konsep hukum itu sendiri yang melatar

belakanginya. Pendekatan ini digunakan oleh penulis untuk

menciptakan sebuah pendapat ataupun pandangan hukum terhadap

kewenangan serta kewajiban bagi para Legal Officer dalam menaungi

permasalahan hukum yang terjadi dalam perusahaan.

22 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram : Mataram University Press, 2020, Hlm.
56
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c. Jenis Dan Sumber Sumber Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini, antara

lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,

yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek

Voor Indonesie, Staatsblad Nomor 28 Tahun 1847

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969

tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara, Lembaran negara tahun

1969 No. 16, Tambahan Lembaran Negara No. 2890.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003

Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Lembaran

Negara Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3587

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
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b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan

bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami

bahan hukum primer.23 Contoh dari bahan hukum sekunder diantaranya,

buku-buku, artikel-artikel, jurnal, publikasi, surat kabar, dokumen-

dokumen resmi, hasil penelitian, dan karya ilmiah di kalangan hukum.24

Penelitian ini akan menggunakan bahan hukum sekunder terkait dengan

masalah hukum yang sedang diteliti dalam skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan

petunjuk ataupun penjelasan lebih lanjut atas bahan hukum primer

dan/atau bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia.25

d. Teknik Pengumpulan Data Hukum.

a) Studi Literatur

Penelitian ini merupakan kumpulan data hukum yang diperoleh dari

dokumen hukum Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku saat ini terkait dengan pentingnya posisi penasihat umum dalam

perusahaan.

23 Ediwarman, Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis,
Disertasi, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016, Hlm. 81.

24 Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Bandung:
Bandung Alfabeta, 2017, Hlm.101.

25 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum: Cetakan Ketiga, Jakarta: UI Press,
2006, Hlm. 52.
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b) Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini akan

dilakukan dengan menggunakan cara inventarisasi dan sistematisasi terhadap

peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan peraturan

hukum mengenai kedudukan Legal Officer dalam suatu Perseroan dan peran

Legal Officer dari suatu perusahaan dalam membantu perusahaan

menyelesaikan sengketa pencemaran lingkungan yang menimbulkan

kerugian bagi masyarakat sekitar. Setelah memperoleh bahan hukum yang

bersumber dari hasil penelitian kepustakaan, maka langkah selanjutnya yaitu

mengolah bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengadakan

sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi tersebut

berupa membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk

memudahkan dalam menganalisis.

e. Teknik Analisis Data Hukum

Metode analisis data hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini

adalah metode analisis observasional. Metode ini merupakan analisis dengan

menggunakan pendekatan kualitatif yang mengumpulkan dan

mengkategorikan data, kemudian menghubungkannya dengan teori-teori yang

berkaitan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk membuahkan hasil.26

f. Teknik Penarikan Kesimpulan

Ketika data sudah dikumpulkan dan dilengkapi, penulis memisahkan data

ke dalam masing-masing bagian, mengolah, menganalisis dan menafsirkannya

26 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hlm. 177.
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untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian, penulisan makalah ini

dilakukan dengan penalaran deduktif yaitu ide dasar tentang suatu masalah.

umum dan kemudian menarik kesimpulan khusus.27

27 Arifa A, Pengertian Penelitian Deduktif, Ciri, Metode dan Contohnya, di akses di
https://penelitianilmiah.com/penelitian-deduktif/ pada tanggal 11 Juli 2023 pukul 22.43 WIB.

https://penelitianilmiah.com/penelitian-deduktif/
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